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NOMOR  24  TAHUN 2008 SERI  E.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR   24   TAHUN 2008 

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,
Menimbang
:
a.
bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastuktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;

b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, guna perluasan cakupan jangkauan signalnya dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang  penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mengatur pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat
:
1.
Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005, tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang–Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3981);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737);
14. Peraturan  Daerah Kabupaten Cirebon  Nomor 14 Tahun 1989 Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon  Tahun 1989 Nomor 14 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon  Tahun 1998 Nomor 11 Seri C.1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 12 seri C.1);
17. Peraturan  Daerah Kabupaten Cirebon  Nomor   4 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon  Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
18. Peraturan  Daerah Kabupaten Cirebon  Nomor  8 Tahun 2005 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005  Nomor 39 Seri C.1).
Memperhatikan
:
1.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  BERSAMA DI KABUPATEN CIREBON
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya; 
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah  kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 
6. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia ,mempunyai tempat kedudukan di Indonesia ,serta beroperasi di Indonesia;

7. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelengaraan telekomunikasi; 

8. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi; 

9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan,koperasi,badan usaha milik daerah,badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta,instansi pemerintah,dan instansi pertahanan keamanan Negara;

10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi; 

11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain; 

12. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli /professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain; 
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center ( MSC) dan Base Station Controller (BSC).

14. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi;
15. Izin Mendirikan menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
17. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut;
18. Titik Lokasi Menara adalah titik-titik lokasi menara yang diarahkan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama;
19. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Pengelola Menara Telekomunikasi.
BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 3

(1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :

a. Penyelenggara telekomunikasi;

b. Penyedia Menara; dan/atau
c. Kontraktor Menara.

(2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk menara wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan menara bersama.

(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

(1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

(2) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
(3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5
(1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
a. pentanahan (grounding);

b. penangkal petir;

c. catu daya;

d. lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan

e. marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).

(3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. nama pemilik menara;

b. lokasi menara;

c. tinggi menara;

d. tahun pembuatan / pemasangan menara;

e. kontraktor menara; dan

f. beban maksimum menara.

BAB III

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA
 DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 6
Izin Mendirikan Bangunan untuk menara di kawasan tertentu, harus mendapat rekomendasi izin dari instansi/ lembaga yang berwenang, sesuai dengan peruntukannya  kawasan dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
Pasal 7
Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

a. kawasan Bandar udara / pelabuhan;

b. kawasan pengawasan militer;

c. kawasan cagar budaya;

d. kawasan pariwisata; atau

e. kawasan hutan lindung.

BAB IV

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 8
Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 9
Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;

c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan, dan

d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 10
(1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang dapat merugikan pihak  terkait lainnya.
(2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
(3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Dirjen yang berwenang pada Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 11
(1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
(3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 12
(1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
Pasal 13
Pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi diatur dalam cell planning dan dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan,  estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 14
(1) Pedoman lokasi cell planning untuk pembangunan dan pengunaan  menara bersama telekomunikasi telepon selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) Ketinggian menara telekomunikasi bersama berdasarkan cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Tim Teknis / instansi teknis  setelah melaksanakan  peninjauan lapangan.
BAB III

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 15
(1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi telepon selular, maka  pembangunan menara telekomunikasi telepon selular yang baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi Bersama yang dapat digunakan oleh 2(dua) atau lebih operator telepon selular.

(2) Penyedia menara telekomunikasi bersama diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi sesuai dengan cell planning .
(3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh Penyedia Menara tidak sesuai dengan cell planning, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan cell planning yang telah ada.

Pasal 16
Menara telekomunikasi yang telah ada (existing) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (cell planning), harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 17
(1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.

(2) Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Derah dan Penyedia Menara, Ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PERIJINAN PEMBANGUNAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 18
Permohonan Rencana Pembangunan Menara harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengendali Pembangunan Menara Bersama.
Bagian Kedua

Perijinan

Pasal 19
Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus mendapat ijin dari bupati melalui mekanisme proses perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas/instansi  terkait di Kabupaten Cirebon.
Pasal 20
Proses perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Badan  Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

(2) Untuk memperolah Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan  dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Gambar rencana arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggunjawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya; 
b. Rekomendasi kajian tentang kontruksi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
c. Bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Rencana Site Plane oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

e. Rekomendasi kajian teknis tentang Dokumen Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah ;

f. Persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Kuwu /Lurah dan Camat setempat;

g. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk Menara Telekomunikasi Bersama,dan setiap 5(lima) tahun diwajibkan herregistrasi.
(4) Masa berlaku Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, ijin dapat diperpanjang.
Pasal  21 
Membayar retribusi ijin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
Pasal 22
Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib di asuransikan oleh pemiliknya.

BAB V

KONTRIBUSI KE DAERAH
Pasal 23
Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara dapat memberikan hibah dalam bentuk uang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

BAB VI

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 24
(1) Penyedia Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya, namun apabila menara telekomunikasi tidak digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama, maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 26
Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur  dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENCABUTAN IJIN

Pasal 27
(1) Ijin membangun Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
a. Masa berlaku ijin telah habis dan tidak diperpanjang lagi.

b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

c. Sudah tidak dipergunakan lagi.

d. Pemegang ijin mengembalikan ijin yang telah diperolehnya

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber 

Pada tanggal   28 Juli 2008                      

BUPATI   CIREBON,

            TTD
   DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 31 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




ttd
        NUR RIYAMAN NOVIANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR  24  SERI E.24
